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Abstrak

Tumbuhnya sektor informal pada dekade pasca krisis ekonomi
merupakan gejala positif dalam meningkatnya lapangan kerja dan
pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan dalam
pengelolaan usahanya perlu adanya pembinaan manajemen bagi
pedagang sektor informal. Permasalahan yang akan dibahas dalam
tulisan ini adalah bagaimanakah pola pembinaan manajemen bagi
para pedagang sektor informal dalam rangka program pengentasan
kemiskinan di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan
yang merupakan instansi kedinasan yang bertanggurg jawzb telah
melakukan pembinaan secara intensif berkaitan dengan aspek
pemasaran, peningkatan kualitas produk, modal, dan pengelolaan
usahanya. Pelaksanaan dilakukan secara berkala dan terkait dencan
-spesifikasi bidang usaha yang akan dikembangkan.

Hasil pembinaan manajemen menunjukkan adanya peningkatan
kualitas produk, meluasnya pemasaraii, menguatnya modal usaha,
tata pelaporan keuangan yang lebih baik, dan meningkatnya jumlah
pedagang yang membuka usaha baru. Beberapa kendala yang
dialami dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pedagang sektor
informal dari pihak Dinas adalah fasilitas operasional dan SDM baik
jumiah maupun tingkat pendidikan yang sesuai dengan kepentingan
lapangan. Sedangkan pada pihak para pedagang antara lain tingkat
pendidikan mereka yang relatif rendah, kesesuaian waktu. antara
usaha dan waktu pembinaan.

Kata kunci : Manajemen, Sektor Informal

Pendahuluan tukar rupiah atas dollar AS yang
Sejak bulan Juli 1997 Bangsa mencapai titik dramatis (Gumilar,
Indonesia mengalami krisis ekonomi Kompas, 3-3-99) Struktur ekonomi

vyang bermula dari terpuruknya nilai kita ditandai oleh hadirnya swasta
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yang kuat fondasi bisnisnya, ternyata
banyak di antara mereka tertarik un-
tuk menanamkan uangnya di sektor

ulatif, sehingga hancur usaha
mereka tatkala dihadapkan pada
fluktualisasi nilai tukar rupiah atas
dollar yang terjadi. Sektor riil ikut ma-
cet yang dikuti oleh meledaknya
angka pengangguran. Masyarakatpun
merasakan pahitnya krisis ekonomi
ketika dihadapkan pada melambung-
nya harga-harga.

Krisis (crisis) dimengerti secara
urmum sebagai “an unstable or crusial
- time for state of affairs” (Webster's
New Encyclopedic Dictionary, 1994).
Krisis sosial mengacu pada kehidu-
pan masyarakat yang penuh ketidak-
pastian, rawan, mempunyai kehosi
yang rapuh, serta lemahnya peranan
negara. indikasi dari lahirnya krisis so-
sial dapat disimak dewasa ini seperti
semakin menyedihkannya kualitas
anak didik, semakin maraknya anak
jalanan, rawan pangan yang merebak
di perkotaan dan pedesaan, kualitas
dan kuantitas kriminalitas melambung
tajam, pelanggaran hak asasi yang
makin dalam, lemahnya moral biro-
krasi, hubungan antar umat beragama
dan kelompok yang destruktif bahkan
cenderung lahirnya vendeta (balas
denidam) seperti tergambar jelas pada
kasus kerusuhan Ketapang, Kupang,
Ambon, Kampung Rambutan dan se-
bagainya.

_ Salah satu dampak adanya kri-
sis ekonomi yang sangat dirasakan
oleh kelompok miskin dan tidak mem-
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punyai ketrampilan yang cukup
adalah membengkaknya angka
pengangguran yang tersetar baik
ditingkat perkotaan maupun dipede-
saan, yang tidak terserap dalam
lapangan pekerjaan yang tersedia.
Sektor pertanian yang selama ini
banyak menyerap tenaga kerja, se-
karang sudah tidak dapat diharap-.
kan dengan semakin sempitnya la-
han dan penggunaan teknologi per-
tanian. Banyak perusahaan barang
dan jasa yang terpaksa menutup
usaha dan memberhentikan para
pekerja karena menderita kerugian
akibat krisis ekonomi, dan lemah-
nya ketrampilan dan kemampuan
yang dimiliki yang sesuai tuntutan
lapangan pekerjaan di sektor formal
menyebabkan sebagian pekerja ke-
luar dari sektor pertanian, barang
dan jasa dan masuk di sektor infor-
mal di daerah baik perkotaan mau-
pun pedesaan. Sektor informal se-
ringkali dianggap sebagai sektor
yang mempunyai kemampuan me-
nyerap angkatan kerja.

Sektor informal pada umum-
nya diartikan sebagai unit usaha
berskala kecil yang memproduksi
serta mendistribusikan barang dan
jasa dengan tujuan pokok mencip-
takan kesempatan dan pendapatan
bagi dirinya masing-masing, serta
dalam usahanya dibatasi oleh fak-
tor modal dan ketrampilan. Sektor
informal ini kegiatan usahanya
hampir sama dengan jenis usaha
sendiri yang kecil, yang berusaha
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sendiri maupun dengan dukungan
anggota keluarga dengan tingkat
pendidikan yang rendah. Kegiatan
usahanya di setiap sekfor bukan ha-
nya sektor jasa tetapi juga perda-
gangan, angkutan dan jasa kemasya-
rakatan.

Suatu penelitian yang telah di-
lakukan oleh Winarni Dkk tahun 2002
tentang keberadaan dan perkemba-
ngan pedagang kaki lima dan sektor
informal lainnya sebagai dampak dari
dibukanya Program Diploma 3 (D3)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
di Kecamatan Pengasih. Hasil pene-
litan menunjukkan bahwa Kampus
UNY yang terletak di Kecamatan Pe-
ngasih, mampu memberikan nilai tam-
bah kepada masyarakat di sekitarnya.

Dari segi ekonomi, dengan datangnya .

ratusan mahasiswa pada setiap tahun
mampu menggerakkan roda ekonomi
bagi masyarakat, misalnya usaha
transportasi, warung mekan, usaha
pondokan, pedagang kaki lima, foto
kopi, toko alat-alat tulis, jasa penter-
jemahan, persewaan kcmputer, per-
sewaan video game dan sebagainya.
Juga telah berkembang usaha lain se-
perti : bengkel, warung makan, wartel,
toko kelontong, jasa laundrv, penjahit,
tukang becak, salon dan sebagainya.
Sebagian besar pedagang kaki lima
dan usaha-usaha lainnya menyatakan
bahwa mereka merasa usahanya
lebih maju dan berkembang dengan
adanya kampus UNY.

Dengan melihat kenyataan ter-
sebut, maka sektor informal yang baru
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tumbuh usahanya, dan dirasakan
bagi mereka dapat mencukupi ke-
butuhan hidup untuk bangkit kem-
bali kemauan bekerjanya akibat ter-
tutupnya lapangan usaha lama dan
pemutusan hubungan kerja atau-
pun sebab-sebab lainnya, perlu
mendapatkan perhatian dan pem-
binaan dari pemerintah kabupaten
dan pemerintah kecamatan. Realita
di daerah-daerah lain keberadaan
sektor informal atau populer de-
ngan istilah Pedagang Kaki Lima
(PKL) karena kurangnya Pembina-
an dari pemerintah, dan kurangnya
akses dalam perencanaan pemba-
ngunan wilayah dan kurangnya
tingkat pendidikan mereka, maka
keberadaan usaha mereka selalu
menempati posisi yang lemah dan
dikejar-kejar untuk diusir, pada saat
usaha mereka dengan susah payah
dilakukan dan telah memberikan
pemenuhan  kebutuhan  hidup
walaupun dalam taraf yang pas-pa-
san. Sebagai contoh kasus penggu-
suran pedagang kaki lima di sekitar
RS. Sarjito, di sekitar jalan selokan
mataram, di sekitar alun-alun uyara
Yogyakarta dan lain-lain yang baru-
baru ini, menunjukkan ketidakpe-
dulian pemerintah akan nasib kaum
miskin yang ingin menghidupi ke-

-luarganya.

Tumbuhnya usaha sektor in-
formal di satu sisi telah secara
nyata mampu meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat, mening-
katkan mobilitas sosial, mening-



katkan kualitas lingkungan, namun
dapat juga menimbulkan ancaman
keamanan, dan kerawanan sosial
khususnya karena keberadaan maha-
siswa yang cukup banyak di wilayah
tersebut. Untuk itu perlu diimbangangi
dengan pembinaan pada masyarakat
khususnya masyarakat pengusaha
sektor informal agar mereka dapat le-
bih meningkatkan usahanya lebih ma-
ju lagi tanpa menimbulkan ancaman
bagi perkembangan pembangunan
masyarakat pada umumnya. Dalam
hal ini perlu adanya peraturan-per-
aturan yang jelas bagi mereka sehing-
ga mereka dapat memahami dan me-
nyadari ketentuan yang harus dipatuhi
baik untuk kepentingan diri pengusa-
ha itu sendiri maupun untuk kepen-
tingan masyarakat pada umumnya.
Selain itu juga diperlukan ketegasan
dalam menegakkan peraturan di sam-
ping perlunya upaya pembinaan untuk
meningkatkan harkat hidup masya-
rakat miskin inelalui usaha di sektor
informal ini.

Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut, maka tulisan ini
akan membahas bagaimanakah pem-
binaan usaha sektor informal yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Da-
erah dalam rangka meningkatkan
program pengentasan kemiskinan.

Pengertian Sektor Informal

‘ Menurut Suharsono Sagir, sek-
tor informal adalah kegiatan ekonomi
yang bersifat marginal (kecil-kecilan)
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sebab kegiatannya tidak teratur,
tidak tersentuh peraturan, berdiri
sendiri, tbterlaku di kalangan
masyarakat berpenghasilan rendah,
tidak me-ngenal sistem perbankan
maupun perkreditan (1989:149-
140). Biasa-nya sektor informal ini
membuka usaha di sekitar fasilitas
umum dan bersifat tidak menetap.
Salah satu bentuk usaha dari sektor
informal yang marak saat ini adalah
peda-gang kaki lima yang menjual
maka-nan dan minuman.

Untuk membuka usaha ini di-
periukan perjuangan yang berat,
karena di samping masalah yang
berkait dengan modal, lokasi dan
pemasaran juga masalah persai-
ngan antar sesama mereka yang
sangat ketat. Modal kerja mereka
umumnya kecil sehingga keuntu-
ngan yang diperolehnya pun kecil.
Kesadaran mereka untuk bekerja-
sama di antara mereka juga belum
kuat karena mereka umumnya be-
kerja sendiri-sendiri dan belum ter-
organisasi dengan baik. Dari segi
pemasaran berkait dengan kualitas
makanan dan minuman yang dijual
dan lokasi usaha yang ramai dikun-
jungi orang yang kadang-kadang
tidak diinginkan oleh pemerintah
daerah setempat karena dianggap
mengganggu ketertiban dan ke-
indahan kota.

Munculnya pedagang kaki
lima yang menjual makanan dan
minuman di sekitar fasilitas umum
seperti rumah sakit, kampus, dan
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jalan yang strategis, menunjukkan
bahwa sektor informal ini merupakan
usaha yang bersifat dinamis dan me-
nguntungkan serta ekonomis. Meski-
pun masuk dalam kelompok peda-
gang kecil karena berpenghasilan
rendah, ternyata dalam keadaan krisis
pun mereka mampu bertahan hidup
(survive). Para pelakunya mempunyai
potensi sebagai wiraswasta yang
kreatif. Akan tetapi sektor informal
biasanya bergerak hanya dengan
skala usaha yang kecil, hal ini dise-
babkan oleh sektor ekonomi yang me-
nitik beratkan kebijakan pada pembi-
naan sektor formal (Sri Edi Swasono,
1994:12). |

Sektor informal pedagang kaki
lima merupakan fenomena yang sa-

ngat menarik untuk dicermati. Usaha .

ini biasanya dilakukan di tempat-tem-
pat yang strategis yang dikunjungi ba-
nyak orang. Mereka dengan modal re-
latif kecil berusaha memenuhi kebutu-
han masyarakat konsumen tertentu,
karena barang yang dijajakan har-
ganya terjangkau masyarakat umum.

Menurut Hernami F. Taslim,
ada beberapa karakteristik pedagang
kaki lima, yaitu:

1. Berusaha di kak: lima pada
umumnya bukan pekerjaan
yang dicita-citakan.

2. Para pedagang kaki lima terse-
but pada umumnva tergolong
tingkatan kerja produktif.

3. Tingkat pendidikan mereka re-
latif rendah.
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4. Sebagian besar dari mereka
adalah pedagang dan luar
kota dan belum mendapat
status sebagai penduduk
perma-nen.
5. Sebelum terjun di kaki lima
mereka pada umumnya ber-
profesi sebagai petani atau
buruh rendah.
6. Modal diusahakan sendiri
dan tidak punya hubungan
dengan lembaga keuangan )
perbankan.
7. Modal yang dimiliki sangat
terbatas demikian pula de-
ngan omset usaha serta pro-
fit yang diperoleh.
8. Kemampuan kewirausahaan
relatif rendah demikian pula
kemampuan dalam pemupu-
kan modal.
9. Jenis dagangan sangat va-
riatif namun yang cukup do-
minan adalah jenis pangan,
sandang dan jenis kebutuhan
sekunder lainnya.
10. Pada dasarnya mereka ikut
terkena pajak dengan ada-
nya retribusi dari berbagai je-
nis pungutan lainnya.
instansi yang selama ini ba-
nyak memberikan perhatian dan
pembinaan bagi para pekerja sektor
informal adalah Biro Bina Sosial. Bi-
ro ini mengeluarkan definisi dan ci-
ri-ciri lapangan kerja sektor informal
sebagai berikut:

“ ..... sektor informal ialah
kegiatan ekonomi marginal (usaha



kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri
antara lain:

1. Pola kegiatan tidak teratur,
baik dalam arti waktu, permo-
alan dan penghasilan.

2. Tidak mempunyai tempat usa-
ha yang permanen dan biasa-
nya terpisah dengan tempat
kerjanya.

3. Perlengkapan kegiatan serta
omzetnya, biasanya dilakukan
atas dasar pehitungan harian.

4. Dilakukan oleh dan untuk me-
layani kelompok masyarakat
tertentu. '

5. Tidak menuntut keahlian dan
ketrampilan khusus, sehingga
secara luas dapat menyerap
tenaga kerja dari berbagai
tingkat pendidikan ...." (Biro

~ Bina Sosial, 1995:4).

Berdasarkan ciri-ciri di atas ma-
ka warung, pedagang kaki lima mau-
pun pedagang kecil lainnya dapat di-
masukkan dalam kelompok sektor
informal. Menurut Tadjudin, walaupun
pedagang kaki lima merupakan sektor
pinggiran namun eksistensinya mem-
berikan banyak kesempatan kerja
yang umumnya sulit didapat di ne-
gara-negara berkembang. Dipandang
dan segi keamanan, sektor ini bisa
be_rfungsi sebagai katup pengaman
yaitu memberikan kesempatan ke-
sibukan kerja usaha kecil-kecilan de-
ngan usaha dagang atau jual beli
(1995:23). Tanpa katup pengaman
tersebut kemungkinan akan timbu! ba-
nyak kekerasan dan rasa tidak puas.
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Dengan demikian dunia pedagang
ka-ki lima menduduki fungsi
ekonomi kota sekaligus turut
membantu ke-hidupan ekonomi
kota yang selaras dan serasi.

Pembinaan Kelembagaan Peda-
gang Sektor Informal

Dalam merumuskan suatu
kebijaksanaan pembangunan, khu-
susnya yang berkaitan dengan pe-
ngembangan sektor informal, ada
beberapa hal yang perlu diperha-
tikan sebagai variabel yang saling
berkaitan satu dengan yang lainnya
yakni; (1) sumber daya manusia,
(2) sumber daya alam, (3) modal,
(4) teknologi, dan (5) kelembagaan.
Keberhasilan mengidentifikasi situ-
asi dan kondisi perihal ke lima va-
riabel tersebut sangat penting untuk
mendukung keberhasilan kebijak-
sanaan untuk dapat dilaksanakan.

Di negara maju diidentifikasi
bahwa mutu sumberdaya manusia
sudah relatif tinggi, dan orientasi
kelembagaan sudah mendukung
gerakan pembangunan baik oleh
pemerintah maupun swasta. Oleh
karena itu perhatian ditujukan pada
faktor modal dan teknologi. Strategi
pembangunan yang tepat berorien-
tasi pada kepentingan investasi fisik
(pembentukan modal) dikaitkan de-
ngan teknologi yang mendukung-
nya, sehingga struktur produksi me-
reka relatif bersifat padat modal.

Bagi Indonesia strategi pem-
bangunan yang mengutamakan va-
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ribel modal dan teknologi tanpa
adanya peningkatan mutu sum-
berdaya manusia atau perluasaan ke-
sempatan kerja atau perubahan ke-
lembagaan, dalam catgtan sejarah
ternyata telah membawa kepada ke-
sengsaraan rakyat. Pekerja sektor in-
formal sebagai salah satu ursur sum-
berdaya manusia dan komponen da-
lam masyarakat periu diberikan tem-
pat yang layak dan hak untuk menik-
mati hasil-hasil pembangunan. Sektor
informal merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari sistem ekonom: kota
di Indonesia. Ada dugaan semakin
besar kota, semakin besar pula jum-
lah pekerja sektor informal walaupun
kehadirannya juga sering menimbu:-
kan beberapa permaszlahan bagi pe-

merintah kota seperti: mengurangi ke-

tertiban umum, sumber kemacetan la-
lu-lintas, mengurangi keindahan kota
dan sebagainya. '
Keluhan yang timbul dari ada-
nya sektor informal di perkotaan se-
ringkali bersifat klise seperti di atas,
nampaknya seperti masalah yang di-
lematis sementara yang dikalahkan
adalah pihak yang lemah. Problem
lokasi tampaknya menjadi isu sentral
yang melatarbelakangi adanya kelu-
han tersebut, Masalahnya terletak pa-
da bagaimana mengalokasikan tem-
pat yang diperuntukkan bagi mereka,
dan hal tersebut bukan hanya berarti
menggiringnya ke dalam suatu tempat
tertentu saja, namun harus pula mem-
perhatikan masalah yang dihadapi
Para pedagang sektor informal ter-
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sebut yang secara kasus-perkasus
sangat be:variasi penyebabnya.
Kesulitan untuk mengatasi
masyarakat dari kelemahan dan ke-
miskinan sangat erat dengan pola
pengaturan kelembagaan dari ma-
syarakat itu sendiri. Fenomena ke-
miskinan yang rumit dan kompleks

- merupakan fenomena organisasio-

nal yang ditentukan oleh pola or-
ganisasional masyarakat. Dengan
demikian pendekatanan institusio-
nal merupakan suatu pelengkap
yang mutiak diperlukan di samping
pelengkap-pelengkap pembangu-
nan yang lainnya. Melalui institusi
kekuatan-kekuatan dan potensi ma-
Syarakat yang tadinya tersebar di-
harapkan dapat terhimpun menjadi
satu kekuatan bersama, yang sa-
ling menunjang dan melengkapi se-
hingga remiliki ketahanan hidup
yang lebih tangguh. Dalam kaitan-
nya ini diperlukan wadah yang da-
pat mewujudkan sekfor informal
menjadi suatu kekuatan ekonomi
yang besar dan tangguh serta se-
bagai wadah pembinaan yang kon-
sisten dan berkesinambungan. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan pem-
binaan koperasi yaitu untuk tumbuh
menjadi wadah utama pembinaan
kemampuan golongan ekonomi le-
mah. Oleh karenanya alternatif uta-
ma yang seyogyanya dipilih seba-
gai usaha pembinaan sektor infor-
mal adalah koperasi.



Koperasi dan Pembinaan Mana-
jemer: Pedagang Sektor informal

UU No.25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian menegaskan tentang
makna koperasi di samping sebagai
badan usaha, juga adalah sebagai
gerakan ekonomi rakyat. Koperasi di-
harapkan lebih berperan serta untuk
mewujudkan masyarakat maju, adil,
dan makmur, dalam tata perekono-
mian nasional yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas ke-
keluargaan. Dalam kaitannya dengan
sektor informal, khususnya dengan
usaha pedagang kaki lima yang ber-
dagang secara sendiri-sendiri, berlo-
kasi dengan tempat/meja dasaran
yang tersebar, maka pembinaan me-
lalui koperasilah yang dipandang pa-
ling tepat.

Persoalan selanjutnya yang
mungkin timbul adalah sistem peng-
organisasian yang bagaimana yang
dapat digunakan oleh koperasi daiam
membina  anggotaa-anggotaaanya
yang adaiah pedagang kaki lima, de-
ngan kondisi serta karakteristik me-
reka seperti:

1. Dalam produksi misainya, mere-
ka tergantung pada kemam-
puannya untuk memproduksi
sendiri yang akan dijual, atau pa-
da produsen lain yang berskala
kecil dan berkemampuan rendah.

2. Permodalan pedagang kaki lima
sangatiah sukar memperoleh pe-
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luang kredit dalam jumlah yang

besar dan tingkat bunga
rendah.
3. Pemasaran mereka tidak

mungkin mengembangkan ak-
tivitas public relation dengan
upaya periklanan yang luas.

4. Pembukuan dengan segala as-
peknya seperti pembelanjaan,
jurnal, neraca dan sebagainya
mereka selenggarakan dengan
sangat sederhana.

Persoalan-persoalan tersebut
menyangkut pilihan prioritas atas
pembinaan manajemen koperasi
yang tepat pula, sementara tingkat
respon mereka terhadap perubahan
baik intern maupun ekstemn relatif
rendah.

Dengan kondisi permasala-
han yang dihadapi oleh pedagang
sektor informal seperti dipaparkan
di atas, maka perlu dirancang se-
cara tepat sasaran dengan maksud
untuk meningkatkan . kemampuan
manajerial mereka. Dengan me-
ningkatnya kemampuan manajerial
pada gilirannya laba/keuntungan
akan meningkat, tabungan mereka
bertambah dan pada skhirnya
kesejahteraan mereka beserta ke-
luarganya juga akan meningkat. Hal
tersebutlah yang seharusnya men-
jadi tujuan pemberian pembinaan
bagi mereka.

Arah kebijaksanaan pembi-
naan yang perlu dipertimbangkan
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